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ABSTRACT

Macro level corruption practices are often rooted in the tolerance of normalized
micro-scale deviations (petty corruption) during adolescence. This study aims to
identify the forms, analyze the causal factors, map the implications, and formulate
mitigation strategies for petty corruption through Anti-Corruption Education.
Employing a qualitative approach with an embedded single case study design, this
research was conducted at SMP Negeri 29 Bandung. Preliminary data from 88
respondents indicated a high prevalence of infractions, dominated by delayed
assignment submissions (10.2%), tardiness (9.0%), and financial deceit (7.9%).
Subsequent data collection was conducted through in-depth interviews, participant
observation, and document analysis. The data were analyzed using the analytical
frameworks of the Fraud Triangle Theory and the Broken Windows Theory. The
findings indicate that rationalization and peer pressure serve as the primary driving
forces behind petty corruption. Pedagogical interventions through the exemplary
conduct of Pancasila and Civic Education (PPKn) teachers, coupled with the
habituation of a climate of integrity, have proven essential in deconstructing corrupt
mentalities and restoring the civic disposition of the students.

Keywords: Petty Corruption, Academic Integrity, Fraud Tringle
ABSTRAK

Praktik korupsi secara makro sering kali berakar dari pembiaran terhadap
normalisasi penyimpangan berskala mikro (petty corruption) di fase remaja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk, menganalisis faktor
penyebab, memetakan implikasi, serta merumuskan strategi penanggulangan petty
corruption melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus tunggal terpancang (embedded single case
study), penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 29 Bandung. Data awal pra-penelitian
terhadap 88 responden menunjukkan tingginya prevalensi pelanggaran, di mana
keterlambatan pengumpulan tugas (10,2%), keterlambatan masuk kelas (9%), dan
manipulasi kebohongan finansial (7,9%) mendominasi perilaku siswa.
Pengumpulan data lanjutan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan pisau bedah Fraud
Triangle Theory dan Broken Windows Theory. Hasil penelitian mengindikasikan
bahwa rasionalisasi dan tekanan teman sebaya (peer pressure) menjadi motor
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penggerak utama petty corruption. Intervensi pedagogis melalui keteladanan guru
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta habituasi iklim integritas
terbukti esensial dalam mendekonstruksi mentalitas koruptif dan merestorasi watak
kewarganegaraan (civic disposition) peserta didik

Kata Kunci: Korupsi Skala Mikro;Integritas Akademik;Fraud Triangle

A.Pendahuluan

Korupsi di Indonesia bukan sekadar
persoalan teknis hukum terkait
kerugian finansial negara, melainkan
sebuah patologi sosial yang merusak
tatanan watak kewarganegaraan
(civic disposition (Samsuri & Wahidin,
2025). Sering kali,
penanganan korupsi terjebak pada

paradigma
pendekatan represif (grand
corruption) yang memosisikan korupsi
sebagai produk akhir dari sistem
orang dewasa yang gagal (Suryani,
2024). Padahal, embrio mentalitas
koruptif telah disemai sejak dini
melalui fenomena petty corruption
(korupsi skala kecil) di lingkungan
institusi pendidikan tingkat menengah.
(Wibowo, 2024)

Dalam realitas pedagogis,
tindakan petty corruption
bermanifestasi sebagai kecurangan-
kecurangan mikro yang kerap
diremehkan dan dilabeli sebagai
"kenakalan remaja biasa". (Santoso &
Wahyudi, 2024)

pemetaan data awal (pra-penelitian)

Namun, hasil

secara daring yang dilakukan pada
tanggal 7 April 2026 terhadap 88
peserta didik kelas VII dan VIl di SMP
Negeri 29 Bandung memotret realitas
krisis integritas yang
mengkhawatirkan. Berdasarkan data
tersebut, korupsi waktu dan tanggung
jawab akademik menjadi
penyimpangan paling dominan, di
mana 9 siswa pernah terlambat
mengumpulkan tugas meski memiliki
banyak waktu, 8 siswa terlambat
masuk kelas tanpa alasan, dan 6
siswa menghabiskan waktu
("rebahan") di kelas saat jam kosong.

korupsi finansial dan
kecurangan akademik juga terekam
jelas. Terdapat 7 siswa yang
berbohong meminta uang jajan
tambahan dengan dalih kebutuhan
penting, 4 siswa memanipulasi
pembayaran di kantin, serta praktik
kolusi seperti bekerja sama (kode-
kodean) saat ulangan (5 siswa) dan
menitipkan absensi palsu (5 siswa).
Rangkaian angka ini membuktikan
bahwa institusi sekolah tengah
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berhadapan dengan fenomena
normalization of deviance (normalisasi
penyimpangan).

International, 2024).

Tinjauan terhadap penelitian

(Transparency

terdahulu menunjukkan bahwa
diskursus petty corruption masih
didominasi oleh lokus pelayanan
publik dan korporasi (Pratama &
Hidayat, 2025; Siregar, 2023).
Terdapat celah kekosongan (research
gap) dalam literatur  sosiologi
pendidikan mengenai bagaimana
arsitektur moral pencegahan
dibangun untuk memutus mata rantai
kecurangan mikro tersebut di sekolah.
Mengisi kekosongan tersebut,
penelitian ini hadir untuk membedah
anatomi petty corruption secara
holistik mulai dari jenis, penyebab
(Fraud Triangle), implikasi (Broken
Windows), hingga evaluasi efektivitas
intervensi  Pendidikan  Antikorupsi
melalui peran guru PPKn di SMP

Negeri 29 Bandung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
studi kasus tunggal terpancang
(embedded single case  study)
(Wijaya, 2025). Lokasi penelitian
berpusat di SMP Negeri 29 Bandung.

Penelitian ini diawali dengan survei
pendahuluan (screening) terhadap 88
peserta didik untuk memetakan
frekuensi petty corruption secara
kuantitatif ~ deskriptif. ~ Selanjutnya,
penggalian data mendalam (in-depth)
dilakukan menggunakan  teknik
purposive  sampling.

2024)

(Sudaryono,

Informan kunci dalam
penelitian ini adalah Guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn), yang didukung oleh Guru
Bimbingan Konseling (BK), Wakil
Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan,
serta perwakilan peserta didik yang
terindikasi melalui data awal. Teknik
pengumpulan data sirkuler meliputi
wawancara semi-terstruktur,
observasi partisipatif di lingkungan
sekolah, dan studi dokumentasi (tata
tertib serta jurnal kasus BK). Data
dianalisis ~ menggunakan model
interaktif Miles, Huberman, dan
Saldana melalui tahapan kondensasi
data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Uji kredibilitas data
dilakukan melalui triangulasi sumber

dan teknik

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil inkuiri lapangan

mengonfirmasi bahwa anomali
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perilaku yang ditemukan pada 88
responden pra-penelitian terbagi ke
dalam tiga dimensi utama Kkorupsi
pendidikan. Pertama, Korupsi
Administratif dan  Waktu, yang
didominasi oleh penundaan tugas
akademik (10,2% responden) dan
manipulasi izin kehadiran. Kedua,
Korupsi Instruksional, terbukti dari
adanya praktik menyontek
terorganisasi melalui kode rahasia
yang dilakukan oleh sebagian kecil
siswa hamun berdampak luas. Ketiga,
Korupsi  Finansial Mikro, yang
termanifestasi pada kebohongan
kepada orang tua terkait uang jajan
(7,9%) dan

transaksional (kurang bayar) di kantin

ketidakjujuran

sekolah.

Penundasn Tugas

Terlambas Masuk Kelas

Bohong Uang Jajan

Menitip Absen Palsu

Menyontek/Kode Rahasia

Manipulasi Kantin

Grafik 1. data pelanggar petty corruption

Dimensi Korupsi Bentuk Pelanggaran (Temuan Dominan Jamlah Kasus (n|

9 102%

Korupsi
Administratif & Waktu Terlamhat masak klas tanpa alasan § 91%

Meritipkan abszn palsu 5 57%

Korups Kebahongan vang jijan ke orang o

Finansial Mikro
Manipulasi bavaran di kantin § 45%

Korupsi

Mesmontek deagan kode rahasia 5
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Sumber: H

Catatan: e orkzn melskukim masing masieyg bentuk pelingpnan. Sato
tesponden dapar melzkukan bebi dari saru jenis pelargzaran,

Gambar 1. kategori pelanggar berdasarkan
dimensi petty corruption

Anatomi Motivasi Penyimpangan:
Analisis Fraud Triangle
Mengadopsi teori Fraud
Triangle dari Donald R. Cressey,
kemunculan praktik-praktik di atas
tidak berdiri sendiri.
1. Tekanan (Pressure):
Observasi menunjukkan
bahwa tekanan utama bukan
berasal dari desakan ekonomi,
melainkan ekspektasi
akademik (mengejar KKM) dan
tekanan teman sebaya (peer
pressure). Siswa yang menolak
memberikan contekan atau
menutupi kebohongan
temannya rentan menghadapi
sanksi sosial berupa

pengucilan.
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2. Kesempatan (Opportunity):

Data awal
mengindikasikan bahwa
kelengahan sistem

pengawasan guru membuka
celah penyimpangan, seperti
adanya laporan mengenai guru
yang datang terlambat (1
siswa) atau guru yang fokus
pada gawai saat pembelajaran
(3 siswa).

3. Rasionalisasi
(Rationalization):

Ini  merupakan aspek
paling destruktif. Siswa
membenarkan tindakan

menyontek atau membolos

dengan dalih kesetiakawanan

PRESSURE
(TEKANAN)

1. TEKANAN (PRESSURE)

kA
® @
3. RASIONALISAS! (RATIONALIZATION)
OPPORTUNITY RATIONALIZATION
(KESEMPATAN) (RASIONALISASI) « “Se g juga
: .
sebagal hal yang wajar
/:\;\ ASI HASIL
11 )
\\_77 I

T CTONOUIT BT UG PV IITuavYywy

Gambar 2. Motivasi Pelanggaran Petty Corruption

Theory (Wilson & Kelling), ketiadaan
respons tegas terhadap indikasi-

indikasi kecil di atas menciptakan iklim
sekolah yang permisif. Ketika
pelanggaran seperti menitipkan absen
(5 kasus) atau berbohong di kantin
dibiarkan, hal tersebut memberikan
justifikasi psikologis bagi siswa lain
untuk meniru (Slippery Slope Effect).
Pembiaran ini merusak  civic
disposition, di mana siswa kehilangan

budaya malu (culture of shame)

Pelanggaran kecil yang dibiarkan berpotensi membentuk budaya
penyimpangan yang lebih luas dalam lingkungan sekolah,

0 2] 3] (4]
o
B, 9, ™
V- "
|
N >
PELANGGARAN NORMALISASI SLIPPERY SLOPE MENTALITAS
MIKRO KORUPTIF
* Menilp ateer « Tidsk mendapat + Koberarian melakukan * Hilargnya budsya malu

o Memontek sarksi tegas polarggaran meningkat
* Berbohong kepads ¢ Penldhu denggep way | # Frebueny peny mpangan
oeang tua vertambah

» Marvpulasi sturan

oidl | * Pelanggaan bercombang
ssholsh mesjadilebin saria

MODEL BROKEN WINDOWS THEORY

.l @ L

Pelanggaran Kontrol sosial Persepsi bahwa ‘ Peningkatan Budaya
kecll tdak melomah pelanggaran dapat perlaky pelanggaran
ditangani ' ditleransi menyimpang menjadi normal
| J |

INTERPRETASI HASIL

Dalam perspektif Broken Windows Theory, pelanggaran kecil yang tidak
ditangani secara konsisten dapat ormalisasi penyimpangan.
Kondis! ini berpotensi mendorong teebs perilaku yang semakin

serius dan mengikis budaya integritas di lingkungan sekolah
SUMBER: Analiss
diah

y (Wikon & Kelling, 1982}

terhadap tindakan curang.
Gambar 3. Dampak petty corruption terhadap peserta didik

Rekayasa Pedagogis melalui

Pendidikan Antikorupsi (PAK)
Dalam  menghadapi  krisis

integritas  mikro  ini, intervensi

rekayasa pedagogis di SMP Negeri 29
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Bandung bertumpu pada dua pilar

strategis:
1. Habituasi Institusional
(Hidden Curriculum):

Pembiasaan nilai tidak
lagi direduksi pada hafalan
kognitif di kelas. Sekolah
menerapkan mekanisme
pengawasan melekat dan
penguatan budaya integritas
secara riil, seperti revitalisasi
fungsi kantin sekolah,
manajemen absensi presisi,
dan konseling nilai berbasis

Moral Feeling oleh Guru BK.

2. Keteladanan (Role Modeling)
Guru PPKn:

Guru PPKn memegang
peranan krusial sebagai arsitek
moral. Mengacu pada Teori
Perkembangan Moral
Kohlberg, remaja usia SMP
membutuhkan figur otoritas

Tindakan
preventif guru PPKn yang

yang konsisten.

merespons sekecil apa pun
ketidakjujuran di kelas dengan
sanksi edukatif mampu
mendekonstruksi

"rasionalisasi" siswa, sehingga
mengubah pengetahuan moral

(moral  knowing)  menjadi

tindakan etis yang nyata (moral

action).

D. Kesimpulan

Eskalasi praktik petty
Sekolah
Menengah Pertama mewujud dalam

corruption di  jenjang
bentuk korupsi waktu, manipulasi
akademik, dan ketidakjujuran finansial
berskala mikro. Fenomena ini
didorong oleh tekanan konformitas
kelompok, rasionalisasi
penyimpangan, serta kelonggaran
pengawasan sekolah. Jika dibiarkan,
normalisasi kecurangan ini akan
menjadi persemaian lahirnya koruptor
struktural di masa depan. Oleh karena
itu, Pendidikan Antikorupsi (PAK)
harus  direposisi dari  sekadar
instrumen tekstual menjadi rekayasa
sosial pedagogis. Sinergitas antara
pendidik,

khususnya guru PPKn, dan habituasi

keteladanan  konsisten
sistemik di sekolah terbukti secara
empiris menjadi formula preventif
yang efektif untuk merestorasi watak
integritas  peserta didik secara

otonom.
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